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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penetapan kawasan
perlindungan setempat di Telaga Buret yang memberikan dampak yang signifikan
terhadap rehabilitasi Telaga Buret yangmana sebelumnya pada tahun 1990an
mengalami kerusakan yang sangat parah, mencapai puncaknya pada tahun 1995
hingga tahun 1996, hutan di Telaga Buret hampir habis. Kerusakan ini tidak lain
disebabkan oleh masyarakat sendiri yang melakukan pembalakan liar semata-mata
untuk tujuan ekonomi.

Dalam penelitian ini memuat rumusan masalah yang dibagi menjadi 3
sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang proses penetapan Kawasan
Perlindungan Setempat Telaga Buret? 2) Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan Setempat Telaga Buret.; dan
3) Bagaimana tinjauan fiqih bi’ah terhadap penetapan Kawasan Perlindungan
Setempat Telaga Buret.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan
maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan
melibatan metode yang ada, yang bersifat penelitian lapangan (field research)
karena peneliti harus terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat
setempat.

Pembahasan pada penelitian ini menghasilkan sebagai berikut: 1) Proses
penetapan KPS Telaga Buret di Desa Sawo, Kabupaten Tulungagung, melibatkan
beberapa tahapan yang diatur oleh berbagai peraturan hukum. Tahapan tersebut
diawali dari adanya payung hukum Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang kemudian dilanjutkan dengan
penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan
hutan, dan penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Implementasi dan pengelolaan KPS melibatkan kerjasama antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan
partisipasi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Proses ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas KPS serta
memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipatif. 2) Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Tahun 2023sangat relevan dengan upaya yang dilakukan oleh
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masyarakat setempat dalam menjaga Telaga Buret, termasuk melalui program-
program pelestarian dan edukasi lingkungan. Perda ini juga menekankan
pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan KPS, memberikan
dukungan berupa bimbingan, bantuan teknis, dan pengawasan terhadap kegiatan di
kawasan perlindungan setempat. 3) Dalam perspektif Figih Bi’ah, penetapan KPS
Telaga Buret sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya
menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi.
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ABSTRACT
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This research was motivated by the establishment of a local protection area
in Telaga Buret which had a significant impact on the rehabilitation of Telaga Buret
which previously in the 1990s suffered very severe damage, reaching its peak in
1995 to 1996, the forest in Telaga Buret was almost depleted. This damage is
caused by none other than the community itself which carries out illegal logging
solely for economic purposes.

This study contains a formulation of the problem which is divided into 3 as
follows: 1) What is the background of the process of determining the Local
Protection Area of Telaga Buret? 2) How is the review of Tulungagung Regency
Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Regional Spatial Planning on
the determination of the Telaga Buret Local Protection Area.; and 3) How to review
the figh bi‘ah on the designation of the Telaga Buret Local Protection Area.

In the research conducted by the author using qualitative research methods,
namely research that uses natural background with the intention of interpreting the
phenomena that occur and has been carried out by involving existing methods,
which are field research because researchers must go directly into the field,
involved with the local community.

The discussion in this research resulted in the following: 1) 1. The process
of determining the Telaga Buret KPS in Sawo Village, Tulungagung Regency,
involves several stages regulated by various legal regulations. This stage begins
with the legal umbrella of Presidential Decree Number 32 of 1990 concerning
Management of Protected Areas which is then continued with the designation of
forest areas, arrangement of forest area boundaries, mapping of forest areas, and
determination of forest areas by the Minister of Environment and Forestry. The
implementation and management of PPPs involves collaboration between
government, communities and the private sector to ensure sustainability and
participation in the management of the area. This process aims to provide legal
certainty regarding the status, location, boundaries and extent of KPS as well as
ensuring sustainable and participatory management. 2) Tulungagung Regency
Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Regional Spatial Planning
(RTRW) for 2023 is very relevant to the efforts made by the local community to
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protect Lake Buret, including through environmental conservation and education
programs. This regional regulation also emphasizes the important role of the
government and community in managing KPS, providing support in the form of
guidance, technical assistance and supervision of activities in local protected
areas. 3) From the Bi'ah Figh perspective, the determination of the Telaga Buret
KPS is in line with Islamic principles which emphasize the importance of protecting
the environment as part of humanity's mandate as caliphs on earth.
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